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Abstrak

Dikeluarkannya peraturanbaru yang mengatur hak paten yakni Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang pada pasal 108 ayat (1) dinyatakan
bahwa Hak Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penjaminan dengan
fidusia dari hak paten akan merujuk pada pengaturan dalam Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hak Paten telah sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan pada Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia, tetapi
dalam praktiknya hingga saat ini lembaga keuangan di Indonesia belum menerima
hak paten sebagai objek jaminan fidusia dalam pengajuan kredit perbankan. Dalam
penelitian, motode yang digunakan adalah yuridis normatif, dan spesifikasi
penelitian deskriptif-analitis. Tujuannya untuk melakukan analisis terkait peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum dengan praktik pelaksanaan
dalam kenyataan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan,
kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil akhir penelitian
menyatakan bahwa hingga saat ini lembaga keuangan di Indonesia belum menerima
hak paten sebagai objek jaminan fidusia karena kedudukan hak peten sebagai objek
jaminan fidusia belum mendapatkan kepastian hukum karena rumusan norma yang
terdapat pada Pasal 108 ayat (1) UU Paten hanya bersifat mengatur dan tidak
memaksa.

Abstract

The issuance of the latest law regarding patent rights is Law Number 13 Year 2016
Regarding Patents which in article 108 paragraph (1) states that Patent Rights can
be used as objects of fiduciary security. Fiduciary guarantees of patents will follow
the procedures set out in Law Number 42 year 1999 regarding Fiduciary Guaran-
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tees. Patents have fulfilled the requirements specified in Article 1 point 2 of the
Fiduciary Guarantee Law, but in practice until now the financial institutions in
Indonesia have not received patents as objects of fiduciary collateral in filing bank
loans. Normative-juridical approach methodsis used in this research, with descrip-
tive-analytical research spesifications aimed at consideringrelation between appli-
cable legislation and theories with the practice of implementation concerning the
problems studied. Data technique used in this research is analyzed by using norma-
tive-qualitative method. The results of the study state that until now financial insti-
tutions in Indonesia have not yet received patents as fiduciary guarantees because
peten rights as fiduciary guarantees have not received legal certainty because the
formulation of the norms contained in Article 108 paragraph (1) of the Patent Law

only regulates and does not compel.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu
aspek pembangunan nasional. Berhasilnya pem-
bangunan negara tercermin dari pertumbuhan per-
ekonomian yang mampu dicapai oleh nergara ter-
sebut. Hal tersebut juga sejalan dengan asas pem-
bangunan nasional yang tercermin dari Undang-
Undang Dasar 1945 yakni Asas Kemanfaatan.
Meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut
perlu ditunjang oleh pendanaan yang besar pula.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh para pelaku
pembangunan adalah dengan melakukan kegiatan
pinjam - meminjam atau utang - piutang. (Radinda,
Mimiamanda, 2020) Umumnya, pada Kkegiatan
pinjam meminjam perlu adanya penyerahan jamin-
an utang yang diberikan pihak peminjam kepada
pihak yang memberi pinjaman. Jaminan utang da-
pat berupa barang (benda) sehingga merupakan
jaminan kebendaan yang memberikan hak Kke-
bendaan dan atau berupa janji penanggung utang
sehingga merupakan jaminan perorangan. (Bahsan,
2007)

Lembaga keuangan perbankan merupakan
mitra bagi masyarakat dalam melaksanakan pinjam-
meminjam dalam bentuk kredit Pemberian kredit
adalah pemberian pinjaman dana dari Bank selaku
pihak kreditur pada masyarakat yang pada umum-
nya diperlukan adanya jaminan kredit dari pemin-

jam sebagai debitur. Penerimaan atas jaminan ter-
sebut terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum
jaminan. Seiring perkembangan zaman, Hak Keka-
yaan Intelektual (HKI) dapat pula digunakan untuk
mendapatkan kredit perbankan dengan meng-
ikatkan pada lembaga jaminan fidusia. Dalam prak-
tiknya, beberapa negara lain menerima keuntungan
ekonomi yang tinggi dari produk-produk HKI.
(Utomo, 2010) Hal tersebut dikarenakan HKI
memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan se-
bagai objek jaminan utang.

Dengan melihat ketentuan Undan-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, dalam
hal perkreditan perbankan, setidaknya seharusnya
ada 3 (tiga) pihak didalamnya, yakni penjamin se-
bagai pihak yang melakukan penjaminan, penerima
jaminan sebagai pihak yang memberikan kredit,
serta terjamin sebagai pihak yang mendapatkan
kredit.

Hak paten termasuk kedalam HKI yang da-
pat dijadikan sebagai objek jaminan untuk
mendapatkan kredit perbankan. Dasar hukum di-
jadikannya hak paten sebagai objek jaminan fidusia
terlihat dari Pasal 108 ayat (1) UU Paten yang
menyatakan bahwa, “Hak atas Paten dapat
dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Kemudi-
an Pasal 108 ayat (2) menjadi pasal penunjuk untuk
dibuatnya peraturan turunan yang menyatakan
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bahwa, “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur
dengan Peraturan Pemerintah”.

Jaminan benda bergerak yang tidak berwu-
jud seperti Saham atau Obligasi Negara dalam
praktiknya sudah banyak dilakukan, namun dalam
praktiknya di Indonesia, masih banyak Bank
Umum Nasional maupun Bank Swasta yang belum
mengimplementasikan praktik pinjaman kredit
perbankan dengan Hak Kekayaan Intelektuah
(HKI) khusus nya hak paten sebagai objek jaminan
fidusia. Alasan penolakan perbankan adalah ka-
rena banyaknya kesulitan dalam pelaksanaannya.
Salah satunya dalam hal pengikatan yang dilakukan
bank terhadap hak paten yang menjadi objek jamin-
an fidusia belum diatur secara eksplisit, serta ken-
dala dalam melakukan valuasi hak paten sebagai
objek jaminan fidusia.

Walaupun Pasal 108 ayat (1) UU Paten sudah
mengatur mengenai hak paten dapat dijadikan
objek jaminan fidusia, namun hingga saat ini belum
ada peraturan teknis dibawahnya berupa Peraturan
Pemerintah, Peraturan Bank Indoneisa maupun
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang
mengatur mengenai syarat dan tata cara hak atas
paten sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu juga,
saat ini belum ada apprisal yang kompeten dan
diakui untuk menilai Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) tersebut.

Dengan demikian hal ini tentu sangat penting
untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut, karena
dampaknya yang cukup besar bagi keberlang-
sungan pembangunan ekonomi di Indonesia dan
kepastian hukum bagi para pemegang hak paten
maupun lembaga keuangan.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis nor-
matif (Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1944)
dengan menggunakan bahan pustaka yang terdiri
dari: (1) Norma dan kaidah, peraturan dasar, serta

peraturan perundang-undangan sebagai bahan
hukum primer; dan (2) Bahan hukum yang mem-
beri penjelasan terhadap bahan hukum primer
seperti pendapat ahli, buku-buku atau karya ilmiah
lain yang ditulis oleh ahli hukum, serta hasil karya
ilmiah beberapa sarjana sebagai bahan hukum
sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan
studi pustaka dari buku, jurnal ilmiah, hasil dari
penelitian serta peraturan perundang-undangan
terkait ,juga dengan melakukan penelitian lapang-
an melalui wawancara dan pengamatan langsung
dengan narasumber. Dalam menjawab rumusan
masalah dalam penelitian, analisis data dilakukan
dengan cara deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Kepastian hukum tentang kedudukan hak
paten sebagai objek jaminan fidusia
berdasarkan uu paten dan uu jaminan
fidusia

Menurut Pasal 59 UU Paten, Hak Paten ada-
lah bagian dari HKI yang merupakan benda
bergerak yang tidak berwujud. Menurut Mahardi,
hak kekayaan intelektual merupakan hak keben-
daan, hak atas sesuatu yang bersumber dari hasil
kerja rasio manusia yang menalar berupa benda
immateril. (Mahadi, 1985) Dengan dikategorikannya
hak paten menjadi benda bergerak tidak berwujud,
maka akan melekat terhadapnya hak-hak keben-
daan. Menurut asas droit de suite, hak kebendaan
yang dimiliki seseorang akan mengikuti kemanapun
beda itu berada. (Amirulloh, 2016)

Hak Paten memiliki hak eksklusif yang di-
berikan oleh negara kepada pemilik hak paten atas
hasil invensinya di bidang teknologi. Hak eksklusif
tersebut baru diberikan kepada pemilik paten
ketika paten tersebut sudah memenuhi persya-
ratan patentabilitasnya, yakni baru, mengandung
langkah invenetif, serta dapat diterapkan dalam
industri, kemudian didaftarkan ke Direktorat Jen-
deral Kekayaan Intelektual (DJKI).
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Hak eksklusif yang terdapat dalam paten
terbagi menjadi Hak ekonomi dan Hak moral. Hak
ekonomi (economic right) adalah hak untuk
memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan
intelektual. Adanya hak ekonomi yang melekat
pada hak paten membawa konsekuensi hak paten
tersebut menjadi dapat dialihkan. Salah satu
keuntungan dari adanya hak ekonomi dalam paten
adalah hak paten tersebut dapat dijadikan sebagai
objek jaminan dengan melakukan pengikatan hak
paten tersebut kepada lembaga jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak
berwujud. Hak kebendaan yang terdapat dalam
jaminan fidusia muncul pada tanggal jaminan
fidusia tersebut dicatatkan pada buku daftar
fidusia. Oleh karena itu, asas droit de suite baru
berlaku sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia
tersebut. Dengan melihat ketentuan dalam UU
Jaminan Fidusia tersebut, maka hak paten pada
dasarnya termasuk kedalam benda yang dimaksud
dalam UU tersebut sebagai salah satu benda
bergerak tidak bewujud yang terdaftar dan
memiliki hak kebendaan. Ketentuan lain terdapat
dalam Pasal 108 ayat (1) UU Paten yang
menyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan
sebagai objek jaminan fidusia.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 UU
Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok. Perjanjian
ikutan yang dimaksud dalam pasal tersebut di-
kenal juga dengan perjanjian tambahan atau
accesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian
yang utama, sedangkan perjanjian accesoir hanya
berupa perjanjian tambahan. Dalam kegiatan
kredit, perjanjian pokok adalah perjanjian kredit,
sedangkan perjanjian accesoir adalah perjanjian yang
bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian
pokok. Hal tersebut yang menjadikan sifat per-
janjian fidusia adalah accesoir yang mengikuti per-
janjian pokoknya.

Hak atas paten harus diikat terlebih dahulu
oleh lembaga jaminan fidusia sebelum hak paten

tersebut dijadikan sebagai objek jaminan untuk
mendapatkan kredit perbankan. Namun, dalam
kenyataanya, terdapat kerancuan pada Pasal 108
(1) UU Paten yang berbunyi, “Hak atas paten dapat
dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” Kata-kata
“dapat” dalam pasal tersebut menjadi multitafsir
sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Padahal seharusnya hukum memberikan kejelasan
dan tidak multitafsir, serta dapat dilaksanakan da-
lam praktik.

Hans Kelsen menyatakan bahwa, hukum
adalah suatu sistem norma, yakni pernyataan yang
menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen,
dengan menyertakan peraturan yang memuat hal-
hal yang seharusnya dilakukan. Undang-undang
yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum
menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mela-
kukan perbuatannya. Adanya aturan itu dan
pelaksanaan aturan tersebut seharusnya mencip-
takan kepastian hukum. Secara normatif, unsur
kepastian hukum akan terpenuhi apabila peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti serta meng-
atur secara jelas dan logis.

Pendapat lain dikemukakan oleh Gustav
Radbruch yang mengatakan bahwa hukum harus
mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai
berikut: (Dwika, 2019)

1) Asas kepastian hukum (rechmatigheid); 2)
Asas keadilan hukum (gerectigheit); 3) Asas keman-
faatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid
atau utility). Menurut Sudikno Mertokusumo, ke-
pastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum
dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat
memperoleh haknya serta putusan dapat dilak-
sanakan. Kemudian dalam merumuskan undang-
undang seharusnya memenuhi persyaratan bahwa
hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan
seperti yang dibaca (lex stricta) dan tidk multitafsir
(lex stricta). Dengan perumusan kata “dapat” dalam
undang-undang tersebut, maka tidak memberikan
kekuatan hukum yang memaksa sehingga tidak
ada jaminan bahwa setiap pemegang hak paten bisa
menjadikan hak paten nya sebagai objek jaminan
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fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan
maupun lembaga non-bank. Frasa “dapat” dalam
Pasal 108 ayat (1) UU Paten, menjadikan ketentuan
tersebut hanya bersifat pelengkap (aanvullend recht)
dan mengatur, tidak bersifat memaksa (dwingend
recht). Masalah penerapan sifat norma dalam hal
ini menimbulkan masalah yang cukup signifikan
dalam praktik, karena dengan sifat norma yang
mengatur tersebut membuat lembaga keuangan
Bank maupun non-bank menolak hak paten sebagai
objek jaminan fidusia.

Seharusnya, hak paten secara tegas dinyata-
kan sebagai objek jaminan fidusia agar lembaga
keuangan berkewajiban untuk mengakui sepenuh-
nya bahwa hak paten adalah objek jaminan fidusia.
Di sisi lain, penegasan hak paten menjadi objek
jaminan fidusia tidak serta merta menjadi meng-
haruskan lembaga keuangan untuk memberikan
persetujuan terhadap setiap permohonan kredit
dengan objek jaminan paten, karena pada dasar-
nya, keputusan mengenai diterima atau tidaknya
permohonan kredit dengan hak paten sebagai
objek jaminannya sepenuhnya menjadi kewe-
nangan lembaga keuangan terkait yang tentunya
memiliki regulasi dan kebijakannya sendiri dalam
hal penerimaan atau penolakan kredit.

Pada intinya, seharusnya lembaga keuangan
mengakui hak paten sebagai objek hukum, tanpa
mempengaruhi perbuatan hukum yang dilakukan
lembaga keuangan untuk mengabulkan permo-
honan kredit sebagai suatu perbuatan hukum.
Untuk prosedur dan tata cara pengajuan kredit de-
ngan hak paten sebagai jaminan fidusia, serta ke-
putusan diterima atau tidaknya permohonan
kredit tersebut sepenuhnya menjadi cakupan
pengaturan dalam bidang hukum jaminan dan per-
bankan di Indonesia.

Dalam ilmu hukum, Hak paten jelas berke-
dudukan sebagai objek hukum yang berguna bagi
subjek hukum dan dapat menjadi objek suatu hu-
bungan hukum. Hak paten sebagai salah satu
ben- tuk kekayaan intelektual tentu memiliki
nilai

kegunaan, baik bagi pemegang hak maupun bagi
masyaakat pada umumnya. Bagi pemegang hak,
kegunaan hak paten adalah menjadi hak eksklusif
yang hanya dimiliki oleh pemegang hak paten
tersebut. Hak eksklusif yang dimiliki pemegang
paten tersebut berguna juga sebagai salah satu ben-
tuk aset atau kekayaan yang bersifat immateril yang
bernilai ekonomis dan bernilai moral atau hak
moral. Dengan hak moral tersebut, kegunaan paten
bagi pemiliknya adalah dikenal dan dikenang oleh
para pengguna patennya dan masyarakat luas. Hak
paten sebagai objek hukum juga dapat berguna bagi
masyarakat karena masyarakat dapat memperoleh
produk paten yang dapat memudahkan kegiatan
sehari-hari. Sebagai objek hukum pun, seharusnya
hak paten dapat dijadikan objek suatu hubungan
hukum yang dalam hal ini adalah objek jaminan
fidusia.

Dengan dipastikannya paten seebagai objek
jaminan fidusia dan tumbuh serta berkembangnya
kredit dengan hak paten sebagai jaminannya yang
diberikan lembaga keuangan di Indonesia, maka
akan mampu memberikan dampak positif bagi
roda perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya
pemegang paten yang menjadikan hak patennya
sebagai objek jaminan, maka secara tidak langsung
akan memacu masyarakat untuk berinovasi dan
menciptakan paten-paten baru yang memberikan
manfaatbanyak bagi masyarakat luas dan dapat
membantu meningkatkan perekonomian negara
dengan produksi Paten yang tinggi. Hal tersebut
selaras dengan teori perlindungan HKI yang di-
utarakan Robert C. Sheerwood yaitu Economic
Grouth Stimulus Theory yang menyatakan bahwa
HKI adalah alat bagi pengembangan ekonomi.
Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan
tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan
HKI yang efektif. (Mahardhita, 2018)

Selanjutnya, pada Pasal 108 ayat (2) UU
Paten yang menyatakan bahwa, “Ketentuan mengenai
syarat dan tata cara hak atas Paten sebaga objek jaminan
fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pasal
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tersebut merupakan pasal penunjuk untuk dibuat-
nya peraturan turunan dari Pasal 108 ayat (1) UU
Paten. Dalam praktiknya hingga saat ini belum ada
peraturan teknis yang dibuat oleh pemerintah
mengenai persyaratan dan tata cara hak paten se-
bagai objek jaminan fidusia. Oleh sebab itu, ter-
dapat keadaan dimana aturan yang mengatur
mengenai hak paten sebagai objek jaminan fidusia
menjadi tidak lengkap sehingga belum menjamin
kepastian hukum akibat adanya kekosongan
hukum. Hal ini lah yang menyebabkan kebingung-
an dalam masyarakat, baik bagi para pemegang
hak paten maupun bagi lembaga-lembaga ke-
uangan khususnya Bank mengenai aturan apa yang
harus diterapkan. Dengan perkataan lain, dapat
dinyatakan bahwa ketiadaan Peraturan Pemerin-
tah yang seharusnya dibuat menurut Pasal 108 ayat
(2) turut menciptakan ketidakpastian hukum.

Dalam praktiknya di Indonesia, penegakkan
hukum kekayaan intelektual belum menjadi prio-
ritas bagi pemerintah. Padahal, dari sudut
pandang kekayaan intelektual, pengaturan ini
sangat dibutuhkan, karena sikap penghargaan dan
perlindungan yang diberikan pemerintahakan
memberikan rasa aman juga dapat mewujudkan
iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat
masyarakat dalam menghasilkan Kkarya-karya
inovatif lainnya.

Ketidakkonsistenan pemerintah dalam
membuat peraturan pelaksana ini sangat meru-
gikan para pemilik hak paten, karena lembaga-lem-
baga keuangan di Indonesia menolak pengajuan
hak paten sebagai objek jaminan fidusia untuk
mendapat kredit karena prinsip kehati-hatian yang
diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut juga
tidak sesuai dengan teori perlindungan kekayaan
intelektual yakitu reward theory yang merupakan
pengakuan atas HKI yang dihasilkan oleh sese-
orang, sehingga ia harus diberikan penghargaan
sebesar-besarnya sebagai imbalan atas upaya
kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan
karya intelektualnya. (Lindsay, 2002) Seharusnya

pemerintah memberikan kompensasi serta dorong-
an sebesar-besarnya bagi para pemilik kekayaan
intelektual untuk memberi keuntungan bagi masya-
rakat serta membantu pertumbuhan ekonomi
masyarakat.

Selain itu, adapun prinsip Alter Ego yang
menyatakan bahwa inventor berada pada kedu-
dukan tertinggi yang hak kepemilikan atas suatu
ciptaannya tidak dapat diganggu gugat, secara
prinsip teori ini memberikan penghargaan yang
tinggi dan melekat pada pencipta atas hasil karya-
nya. Pencipta akan mendapatkan nilai tambah
terhadap martabat dan keuntungan ekonominya
apabila pencipta tersebut membuat HKI yang se-
makin beragam dan berkualitas yang mampu mem-
bantu mencerdaskan kehidupan bangsa pada
umumnya. (Mayana, 2004)

Pengaturan tentang hak paten sebagai objek
jaminan fidusia juga dapat dikaji dari regulasi
negara lain sebagai perbandingan hukum. Menurut
Michael Bogdan, evaluasi komparatif terhadap
berbagai solusi yang berbeda-beda di berbagai
negara terkait isu yang sama atau serupa, akan
sangat bermanfaat untuk pembuatan draft legislasi
atau pekerjaan de lege ferenda yang lainnya. (Michael
Bogdan, 2010) Dalam rangka membatu merumus-
kan asas dan teori hukum, sekaligus dasar bagi
penyusunan konsep pengaturan paten yang lebih
memadai sebagai objek jaminan fidusia dalam
rangka pembangunan hukum jaminan di Indone-
sia, perlu dilakukan perbandingan dari beberapa
negara seperti misalnya di negara China, Singapura
dan Amerika Serikat.

Sama seperti di negara Indonesia, di ketiga
negara tersebut, hukum mengenai hak paten
sebagai objek jaminan fidusia pun masih bersifat
mengatur. Namun demikian, norma pengaturan
di ketiga negara tersebut, terkait hak paten sebagai
objek jaminan fidusia juga hanya bersifat mengatur,
tidak bersifat memaksa. Namun demikian, kedu-
dukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia te-
lah mendapatkan pemahaman dan pengakuan yang
pasti.
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Pada praktiknya, kondisi tersebut telah di-
rasakan pula sebagai suatu hambatan dalam prak-
tik penerimaan hak paten sebagai objek jaminan
fidusia dalam pemberian kredit. Dalam mengatasi
kendala tersebut, terutama negara China, menem-
puh strategi melalui jalur kebijakan pemerinah.
Pemerintah China memberikan pinjaman kepada
perusahaan pemula (start up) berbasis kekayaan
intelektual, dengan melakukan kontrak kerjasama
program antara The State Intellectual Property Office
(SIPO), yang diganti menjadi China National Intelec-
tual Property Administration (CNIPA) dengan bebe-
rapa Bank di China. Program tersebut mampu
melibatkan 6 (enam) lembaga pinjaman di China
yang memberikan pinjaman senilai Y.1.308.
000.000,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu Yuan) atau
ekuivalen dengan U$.186.860.000,00 dalam bentuk
pinjaman kepada 18 (delapan belas) perusahaan.
Dampak dari kebijakan tersebut antara lain mampu
mendorong penciptaan paten-paten baru sehingga
mampu menempatkan China sebagai pemilik paten
terbanyak di Dunia.

Menurut World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO), pengajuan hak paten global mencapai
rekor tertinggi tahun lalu, dengan negara China
memimpin. Sekitar 3.100.000 aplikasi hak paten
diajukan di seluruh dunia tahun lalu, meningkat
untuk tahun ketujuh berturut-turut dan menandai
kenaikan 8,3% dari tahun 2015. China menerima
sekitar 236.600 dari hampir 240.600 paten tam-
bahan, yang mencakup 98% pertumbuhan. Hingga
saat ini, China semakin memimpin dalam inovasi
dan branding global. Secara keseluruhan, Kantor
Kekayaan Intelektual Negara China menerima
1.300.000 aplikasi paten tahun lalu. Di tempat
kedua, Kantor Paten dan Merek dagang AS yang
tertinggal jauh di belakang, menerima 605.571
aplikasi, diikuti oleh Jepang dengan 318.381. (Stan
Abrahams, IP As Loan Collateral, 2020)

Hukum Jaminan di China yang berlaku
hingga saat ini adalah Guarantee Law ofthe Republic
of China 1995. Peraturan mengenai penjaminan

dengan hak paten yang diatur dalam hukum jamin-
an China tersebut tertera pada bagian 4 sub bagian
2 Pasal 75 ayat (3) yang mengatur tentang hak
jaminan Pledge of Rights, yang dimana disebutkan
dalam pasal tersebut bahwa: “The following rights
may be pledged:...3. Property rights in the exclusive use
right of trademark, patent right and thecopyrights, which
are transferable according to law; and...” Dalam
terjemahannya: “Berikut hak-hak yang dapat
dijaminkan dengan hak jaminan Pledge: ...3. Hak
kekayaan dalam hak penggunaan eksklusif atas hak
merek, hak paten dan hak cipta, yang dapat dialih-
kan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan...”

Dari ketentuan pasal diatas, maka dapat di-
ketahui bahwa hak paten merupakan kategori hak
yang dapat dijaminkan dan dapat dibebankan
dengan hak jaminan berupa Pledge of Rights.
Mengenai pendaftaran hak paten yang dijaminkan,
kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan SIPO
yang dikenal dengan Measures for Registration of
Patent Pledge(promulgated by Order Nomor 56 of the
State of Intellectual Property Office (SIPO) ofChina)
dan berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010. Setiap
penjaminan dengan hak paten hanya akan berlaku
hingga jangka waktu yang disebutkan dalam per-
janjian jaminan. Apabila hak paten telah berakhir
masa jangka waktu penjaminannya maka secara
otomatis SIPO juga akan mencabut pendaftaran
penjaminan hak paten tersebut dan kemudian
memberitahukannya kepada para pihak. Dengan
demikian, sebagaimana telah diuraikan diatas
mengenai dasar hukum hak paten sebagai jaminan,
maka diketahui bahwa untuk pelaksanaan penja-
minan hak paten di China lebih didasarkan pada
ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan
daripada ketentuan dalam hukum paten.

Sama hal nya dengan Singapura, Bahwasa-
nya Singapura memiliki beberapa peraturan tam-
bahan lainnya yang khusus mengatur tentang paten
namun hukum yang utama yang mengatur tentang
paten dan berlaku saat ini adalah Patent Act Chap-
ter221 (Revised Edition 2005 as amended up to the Stat-
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utes (MiscellaneousAmendments) Act 2014) atau disebut
juga “Patent Act Chapter 221”. Akan tetapi kemudian
terhadap penggunaan hak paten sebagai jaminan
bagi perusahaan yang dilaksanakan di Singapura
tentu saja tidak hanya berdasar pada ketentuan
dalam Patent Act Chapter 221 tetapi juga merujuk
pada peraturan terkait hak paten sebagai jaminan
lainnya seperti: (i) peraturan tentang perusahaan,
Companies Act Chapter 50, (ii) peraturan jaminan,
Commercial Law. Kebijakan yang serupa dengan
yang dilakukan oleh China, tidak dilakukan oleh
negara Singapura dan Amerika karena di kedua
negara tersebut praktik penerimaan paten sebagai
objek jaminan fidusia sudah berjalan dengan baik.

3.2. Tindakan hukum yang seharusnya
dilakukan bank umum nasional terhadap
pengajuan paten sebagai objek jaminan
fidusia

Pasal 108 (1) UU Paten dinyatakan bahwa
hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek
jaminan fidusia karena sifat kebendaannya, namun
dalam praktiknya, sampai saat ini, belum ada
lembaga keuangan baik Bank maupun Non-Bank
yang menjalankan ketentuan tersebut karena
terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kebijakan
yang dilakukan Bank tersebut berkaitan erat de-
ngan prinsip kehati-hatian Bank dalam memberi-
kan kredit atau pembiayaan, dalam hal ini Bank
harus melakukan cara-cara yang tidak memberat-
kan dan merugikan nasabah maupun pihak
perbankan itu sendiri. Agunan yang ideal menurut
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
adalah agunan yang memiliki kepastian hukum
(aspek yuridis) yang berkualitas tinggi (aspek
ekonomis) dan mudah dialihkan atau dicairkan
untuk dijual ke pasar (aspek strategis) menurut
penilaian lembaga yang memiliki kompetensi
dalam bidang tersebut serta mudah untuk diekse-
kusi.

Perbankan di Indonesia, khususnya dalam
hal ini Bank Umum Nasional sebaiknya menerima
Paten sebagai objek jaminan fidusia dalam perkre-
ditan. Seharusnya, Bank Umum Nasional menaf-
sirkan Pasal 108 ayat (1) UU Paten secara positif
dengan mengakui dan menerima paten sebagai
objek jaminan. Hal tersebut sesuai dengan teori
yang diutarakan oleh Prof. Mochtar Kusumaat-
madja yakni teori hukum pembangunan yang
menyatakan bahwa hukum adalah sarana pem-
bangunan masyarakat.

Sikap Bank Umum Nasional yang menerima
hak paten menjadi objek jaminan fidusia ber-
dasarkan Pasal 108 ayat (1) akan menjadi bukti
nyata bahwa Undang-Undang Paten telah dilak-
sanakan oleh Perbankan dalam rangka mening-
katkan pembangunan melalui peningkatan pereko-
nomian yang diwujudkan dengan adanya pem-
biayaan yang digunakan untuk memproduksi
masal paten tersebut.

Apabila dikaitkan dengan prinsip kehati-
hatian Bank dalam melakukan kegiatan perbankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Per-
bankan, salah satu kendala yang membuat Bank
Umum Nasional hingga saat ini belum menerima
Paten debagai objek jaminan fidusia adalah dalam
menilai valuasi atau penilaian dari hak paten
sebagai objek jaminan. Dalam mekanisme penilaian
benda yang akan dijadikan jaminan, praktek yang
selama ini lazim terjadi dilapangan, Bank meng-
gunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut
appraisal, sebagai pihak ketiga yang merupakan
profesi penunjang di sektor keuangan. Tugas
Penilai Publik adalah memberikan pertimbangan-
pertimbangan profesional dalam melakukan
penilaian ekonomi atau valuasi atas benda yang
akan dibebani lembaga jaminan. Saat ini belum ada
appraisal yang kompeten dan diakui baik secara
internal maupun eksternal untuk menilai Hak Keka-
yaan Intelektual yang salah satu diantaranya
adalah Paten.
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Kendala lain adalah dalam hal resiko yang
akan timbul apabila debitur cidera janji atau wan-
prestasi karena proses pengeksekusian objek jamin-
an yang sulit. Bank tidak bisa memastikan bahwa
hak paten tersebut akan laku dijual dengan harga
yang stabil, terutama apabila melihat kurangnya
daya beli masyarakat akan kekayaan intelektual
serta perlindungan terhadap hak paten di Indo-
nesia yang masih lemabh.

Dalam rangka meminimalisir kendala yang
dihadapi Bank Umum Nasional, serta dalam hal
tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Per-
bankan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dapat diimple-
mentasikan, yakni dengan membuat suatu lembaga
yang bertugas untuk menjadi pihak ketiga sebagai
penjamin dalam kegiatan pinjam meminjam antara
pemegang hak paten (debitur) dan perbankan
(kreditur). Lembaga yang menjadi pihak ketiga
tersebut nantinya akan menjadi pihak yang men-
jamin pengeksekusian serta pelunasan objek jamin-
an yang dalah hal ini adalah hak paten apabila da-
lam pelaksanaan kreditnya terdapat resiko seperti
kredit macet atau gagal bayar. Lembaga tersebut
juga bisa menjadi appraisal yang mampu mengukur
value atau nilai ekonomi yang terdapat dalam Paten
yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Bank Umum Nasional sebagai kepanjangan
tangan dari pemerintah juga dapat mengikuti dan
melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mene-
rima paten sebagai objek jaminan sekaligus mem-
berikan pembiayaan terhadap permohonan kredit
tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah, tentunya akan mendorong semua
pihak, baik perbankan maupun masyarakat untuk
mulai menerima paten sebagai objek jaminan. Kebi-
jakan yang dilakukan oleh pemerintah China seba-
gaimana disebutkan sebelumnya juga dapat diper-
timbangkan oleh pemerintah Indonesia untuk
melakukan kebijakan serupa. Berdasarkan pengalam-
an di China, kebijakan tersebut diyakini akan

mampu meningkatkan kreativitas inventor dalam
menghasilkan paten serta meningkatkan jumlah
perolehan paten terdaftar, sehingga pada akhirnya
akan mampu mendorong laju pertumbuhan eko-
nomi di Indonesia melalui pembukaan lapangan
kerja baru terkait produksi masal paten tersebut,
peningkatan penerimaan pajak, serta meningkat-
kan day abeli masyarakat, sesuai dengan Economic
Grouth Stimulus Theory yang dikemukakan oleh
Robert. C. Sherwood.

4, Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, ter-
dapat dua kesimpulan. Pertama, kedudukan hak
peten sebagai objek jaminan fidusia belum men-
dapatkan kepastian hukum karena rumusan norma
yang terdapat pada Pasal 108 ayat (1) UU Paten
hanya bersifat mengatur sehingga dapat menim-
bulkan multitafsir bahwa hak paten bukan/ tidak
dapat menjadi objek jaminan fidusia. Ketidak-
pastian hukum tersebut juga diperparah dengan
kekosongan hukum akibat belum adanya Peraturan
Pemerintah sebagai peratulan pelaksana sebagai-
mana diamanatkan oleh Pasal 108 ayat (2) UU
Paten.

Kedua, Bank Umum Nasional sebaiknya
menerima hak atas Paten sebagai objek jaminan
fidusia dengan menafsirkan dan menerapkan Pasal
108 ayat (1) UU Paten secara positif, yaitu mengakui
kedudukan hak paten sebagai objek jaminan fidusia
dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian
pemberian kredit sebagaimana dimaksud oleh UU
Perbankan, serta dengan mengupayakan adanya
pihak ketiga berupa lembaga yang dibuat oleh
pemerintah maupun swasta yang menjamin
pengembalian kredit tersebut apabila terjadi resiko
dikemudian hari seperti kredit maceet atau gagal
bayar sebagaimana dimaksudkan oleh UU
Penjaminan.
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